RENSTRA
2022 - 2027

Rencana Strategis

Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta




Rencana Sfmf@iy Dinas Sosial DIY 2023 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Ridho dan HidayahNya,
kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2022 sampai dengan 2027 hingga selesai.

Penyusunan Renstra ini sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial selama lima tahun ke depan dan juga sebagai dasar
dalam melakukan penilaian terhadap kinerja dinas. Dokumen Renstra ini sekaligus sebagai media
informasi untuk para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana Kerja,
mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD lain di lingkup
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menjadi kerangka dasar dalam rangka
peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sampai
dengan 2027, semoga dapat menjadi acuan dan memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Sosial.

Yogyakarta, 8 Mei2023

- . —~=Kepala Dinas Sosial DIY
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, bahwa
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro
semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, perencanaan Pembangunan
Nasional tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang salah satunya
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, sedang di Daerah
RPJM Daerah.

Penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah yang memuat strategi pembangunan, kebijakan umum,
program SKPD dan lintas SKPD, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif. RPJM Daerah merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan periode 5 (lima) tahun.
Dokumen ini merupakan rancangan awal dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman
bagi semua SKPD, dalam menyusun Rencana Strategisnya (Renstra SKPD). Renstra
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD dalam hal ini Dinas Sosial untuk periode 5
(lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Sosial DIY mempunyai kedudukan sebagai
pedoman arah dan pelayanan dalam pembangunan kesejahteraan sosial serta
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis
yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi
sangat penting. Alur pemikiran yang termaktub dalam Restra-SKPD harus tetap
mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah .

Rencana Strategis Dinas Sosial DIY Tahun 2022-2027 ini memuat strategi dan
kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja
perangkat daerah. Penentuan tujuan dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan

tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun
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2022-2027 serta norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

yang menjadi kewenangan, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Gambar 1.1
Keterkaitan antara Renstra OPD dengan dokumen RPJMD dan RKPD

Dijabarkan
RPIM > RKP
Daerah Daerah
Pedoman Diau:ulv
Y
Renstra Pedoman Renja

Y

SKPD SKPD

Penyusunan Renstra Dinas Sosial DIY juga berpedoman kepada Renstra
Kementerian Sosial RI yang ditunjukkan dengan penentuan issu strategis serta tujuan
sasaran dalam pelaksanaan kegiatan, dan penentuan program kegiatan. Selain itu, juga
mengacu pada Renstra Instansi Sosial Kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan
dalam penentuan target, indikator serta issue strategis. sehingga penanganan di
tingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Melihat konteks serta dinamika permasalahan kesejahteraan sosial yang ada
saat ini dan kecenderungan di masa datang, diharapkan Renstra Dinas Sosial Tahun
2022-2027 dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah dalam kerangka
pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan daerah. Oleh
karena itu dalam penyusunannya perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat
peluang dan tantangan ke depan, khususnya dalam mensikapi dinamika pembangunan
dan permasalahan kesejahteraan sosial baik pada tingkat lokal, antar wilayah, dan
nasional. Dengan demikian, arah kebijakan yang diambil dapat memberikan gambaran
program dan strategi yang dapat diimplementasikan secara optimal sebagai solusi

dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
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Gambar 1.2

Bagan Penyusunan Renstra SKPD
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« Pendahuluan

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional;

4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
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Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya
Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Keppres RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintah Daerah;

Keppres RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite PenanggulanganKemiskinan;

Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 jo. Nomor 8 tahun 2002 tentang
Komite Penanggulangan Kemiskinan;

Keppres RI Nomor 124 tahun 2001 jo. Nomor 8 tahun 2002 tentang Komite
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerabh,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

24. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan
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dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial;

25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
DaerahKabupaten/Kota;

26. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial;

27. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan
Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

28. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/PEGHUK/2002 tentang Tim
Penanggulangan Kemiskinan Departemen Sosial RI;

29. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Tahun 2022-2027

32. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

33. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas

1.3 Maksud dan Tujuan
1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Sosial DIY ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman atau arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial
pada Pemerintah Daerah DIY Tahun 2022-2027 sekaligus memberikan arah
dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial DIY sesuai yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Tujuan
a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan Dinas Sosial untuk 5 {lima} tahun ke depan secara terpadu,

terarah dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.
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Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unit kerja Dinas Sosial dan

stakeholder terkait dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan

kegiatan operasional tahunan.

Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:
BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5
BAB 6

BAB 7
BAB 8

PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
1.2Landasan Hukum
1.3Maksud dan Tujuan
1.4Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENUTUP
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BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Tanggal 30
Desember 2022 menetapkan bahwa Dinas Sosial DIY mempunyai kedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh
Kepala Dinas. Susunan organisasi Dinas Sosial DIY terdiri atas:

a. KepalaDinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Keuangan

c. Bidang Rehabilitasi Sosial

d. Bidang Perlindungan Sosial
e. Bidang]Jaminan Sosial

f.  Bidang Pemberdayaan Sosial

g.  Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas(BRTPD);
2. Balai Perlindungandan Rehabilitasi Sosial Wanita(BPRSW);
3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras(BRSBKL);
4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja(BPRSR);
5. BalaiRehabilitasiSosialdanPengasuhanAnak(BRSPA);dan
6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha(BPSTW).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
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Dinas Sosial DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial DIY

mempunyai fungsi :

1.
2.

N o ok

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

penyusunan program Kerja dinas;

perumusan kebijakan teknis bidang sosial;

penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan
pemberdayaan sosial;

pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten/Kota;
pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;

penguatan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur
dalam penanganan masalah sosial;

pengembangan program bidang sosial;

pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;

fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;

pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang
sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai saat ini urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa

Yogyakarta (termasuk UPTD) dengan jumlah pegawai per Desember 2022 seluruhnya

sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) orang. Menurut data kepegawaian per Desember

2022, terklasifikasi berdasarkan :

BTy N T%r’ L @arh®y & ¥
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1. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah (Orang)

1 | Pasca Sarjana 18

2 | Sarjana 84

3 |DIII 51

4 |DII 5

4 | SLTA sederajat 55

5 | SLTP sederajat 2

6 |SD 5
Jumlah 220

2. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No Pangkat dan Golongan jumlah (Orang)
1 | Pembina Utama (IV/c) 2
2 | Pembina Tingkat I (IV/b) 10
3 | Pembina (IV/a) 10
4 | Penata Tk. I (IlI/d) 39
5 | Penata (III/c) 16
6 | Penata Muda Tk.I (III/b) 49
7 | Penata Muda (1II/a) 34
8 | Pengatur Muda Tk. I (I1/d) 16
9 | Pengatur (I1/c) 31
10 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) 5
11 | Pengatur Muda (Il/a) 5
12 | Juru Tk. I (1/d) 0
13 | Juru (I/c) 3
14 | Juru Muda Tk. I (I/b) 0
15 | Juru Muda (I/a) 0
Jumlah 220
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3. Jabatan Struktural

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No Pejabat Struktural Jumlah (Orang)
1 | Pejabat Eselon I 1
2 | Pejabat eselon III 11
3 | Pejabat Eselon IV
14
Jumlah 26

4. Jabatan Fungsional

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No Pejabat fungsional Jumlah (Orang)
1 | Arsiparis 0
2 | Penyuluh Sosial 10
3 | Pekerja Sosial 32
4 | Perawat 20
5 | Fisioterapis 2
6 | Instruktur 2
7 | Nutrisionis 2
8 | Perencana 1
9 | Penggerak Swadaya Masyarakat 1
Jumlah 70

5. Jenis Kelamin

Tabel. 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Dinas / UPT Jenis Kelamin
Laki-Laki| Perempuan
1 Dinas Induk 30 34
2 BRTPD 15 16
(Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas)
3 BPRSW 7 16
(Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita)
4 BRSBKL 13 18
(Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras)
5 BPRSR 8 14
(Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja)
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No Dinas / UPT Jenis Kelamin
Laki-Laki | Perempuan
6 | BRSPA 12 8
(Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak)
7 | BPSTW 12 17
(Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha)
Jumlah 97 123

Adapun jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan dapat dilihat

pada tabel berikut :
Tabel. 2.6. Jumlah Ideal Pegawai
No Dinas / UPT Jumlah Kondisi Kekurangan
Ideal Sekarang | /Kelebihan
1 | Dinas Induk 84 64 -20
2 | BRTPD 28 31 +3
(Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang
Disabilitas)
3 | BPRSW 27 23 -4
(Balai Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Wanita)
4 | BRSBKL 41 31 -10
(Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan
Laras)
5 | BPRSR 27 22 -5
(Balai Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Remaja)
6 | BRSPA 31 20 -11
(Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan
Anak)
7 | BPSTW 32 29 -3
(Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha)
Jumlah 270 220 -50
12
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6. Jumlah dan Kondisi Riil Sarana dan Prasarana
Tabel. 2.7. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Induk dan UPT
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas
1 | Tanah; Kantor Dinas Janti, Kusumanegara 9, PPW, Jaranan, 113.329 m2
Lempuyangan, Demangan, TMP (4 monumen dan lapangan
pancasila), LBK (5 kab/Kota), Monumen Bibis
2 | Bangunan gedung dan monumen 263 Unit
3 | Kendaraan Roda Enam 4 Unit
4 | Kendaraan Roda Empat 22 unit
5 | Kendaraan Roda Tiga 4 unit
6 | Microbus 15 unit
7 | Ambulance 10 unit
8 | Sepeda Motor 46 unit
9 | Komputer 114 unit
10 | Komputer yang terhubung internet 114 unit
11 | Laptop 102 unit
12 | LCD 26 buah
13 | Jaringan Internet (Provider) 4 unit
14 | Modem 3 unit
15 | Genset 13 unit
16 | Handy Talky ( HT) 76 unit
13
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7. Luas Bangunan dan Daya Tampung UPT Dinas Sosial DIY

Tabel. 2.8 Luas Bangunan dan Daya Tampung UPT Dinas Sosial DIY

Luas Luas Daya
No UPT Tanah Bangunan| Tampung
(m2) (m2) (org)
1 | BRTPD (Balai Rehabilitasi Terpadu

Penyandang Disabilitas)-Sultan Ground 39.000 13.000 185
2 | BPRSW (Balai Perlindungan dan 9.995 1.694 70

Rehabilitasi Sosial Wanita)
3 | BRSBKL (Balai Rehabilitasi Sosial Bina

Karya dan Laras)

Kalasan Sleman 20922 | 3.068 250

Bener Yogyakarta 22.882 1.492 50
4 | BPRSR (Balai Perlindungan dan 23.947 10.211 80

Rehabilitasi Sosial Remaja)
5 | BRSPA (Balai Rehabilitasi Sosial dan

Pengasuhan Anak)

- Bimomartani - Sultan Ground 13.473 3.468 80

- Budhi Bhakti 3.446 1.833 60
6 | BPSTW (Balai Pelayanan Sosial Tresna

Werdha)

- Pakem Sleman 9.702 2.887 120

- Kasongan Bantul 7356 787 94

14
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Kondisi riil sarana dan prasarana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat
diuraikan sebagai berikut :

Jumlah kendaraan roda 2 sebanyak 46 unit (Dinas Induk dan UPT). Jumlah
tersebut kurang mencukupi dan yaitu 50 % kendaraan roda 2 yang ada diproduksi
antara Tahun 1997 s.d 2001 dan 50% nya antara Tahun 2002 dan 2014. Jumlah
kendaraan roda 4 sebanyak 22 unit (Dinas Induk dan UPT). Dari segi kuantitas dan
kualitas kurang memenuhi sejumlah 50 % sedangkan 50 % lainnya sudah memenuhi.

Komputer/Laptop/Printer (Sarana Kerja). Jumlah komputer sebagai prasarana
kerja sebanyak 114 unit, sedangkan jumlah pegawai sebanyak 220 orang. Komputer
sejumlah 70 % diproduksi Tahun 2000 s.d 2010 dan 30 % diproduksi tahun 2011 s.d.
2022. Jumlah laptop sebanyak 102 buah tersebut masih kurang mencukupi karena pada
setiap pekerjaan dituntut dengan aplikasi yang hanya dapat diinstal pada laptop dengan
spesifikasi tertentu dan ada beberapa laptop yang sudah tidak bisa digunakan.

Dari kondisi tersebut di atas maka jumlah ideal sarana dan prasarana
dibandingkan dengan beban pekerjaan idealnya adalah setiap bidang idealnya memiliki
2 armada roda 4 dan setiap seksi memiliki 3 unit kendaraan roda 2 yang kondisinya
layak pakai. Untuk komputer, idealnya setiap seksi memiliki minimal 4 unit beserta
printernya dalam kondisi layak serta mengikuti perkembangan IT untuk menyelesaikan
pekerjaan- pekerjaan yang menggunakan aplikasi dengan spesifikasi komputer yang
didukung IT serta memiliki laptop yang idealnya 4 laptop untuk beberapa aplikasi

tertentu sebagai sarana dan prasarana pendukung pekerjaan.

15
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Target| Target | Target | Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Lainnya

2

3

4

1 (2) (3) (4) (5) 6| @ | ® || @0 (Y| @12)| (13) | (14) | (15)

(16)

17)

(18)

(19)

(20)

1 | Presentase PPKS yang memperoleh 42.38|40.97|42.17 |43.08| 44.28 |43.74|42.17| 43.85(40.91|47.27
pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup

mandiri dan berfungsi sosial

103.21

102.93

103.98

94.96

106.75

2 | Persentase PSKS dan masyarakat sasaran 63.40 |51.56| 51.57|51.58| 51.59 [51.64(51.72| 45.35 |69.64 | 65.34
yang meningkat kemampuan dan
partisipasiny a dalam penyelenggar aan
kesejahteraa n sosial serta mampu
mewujudkan nilai-nilai keperintisan,

kepahlawana n dan kesetiakawanan sosial

100.16

100.29

87.92

134.99

126.63

BT N b
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Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
ieac . - Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
. Pertumbuhan
Uraian **¥) Reali
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran sasi
2018 2019 2020 2021 2022
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) %) (10 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (7 (18)
Belanja 34.602.772.| 47.380.550.145.457.655.| 103.085. 128.135.| 32.910.7 |43.985.305| 41.520.1| 89.699.9 114.92
95,11 92,83 91.33 87.02 89.69
Langsung 269 679 707 207.542 177.242| 65.131 (942 80.876 07.923 0.064.
Belanja 17.062.811.] 15.920.100.] 22.988.95 15.907.565.| 15.276.266. 20.792.506. 002
Tidak 142 | 363 5.422 376 844 269 9837 | 9595 | 9044
Langsung
(Gaji)
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Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY selama lima Tahun
terakhir menunjukkan hasil yang baik. Walaupun di tahun 2020 semua sektor pembangunan
lumpuh karena Pandemi Covid -19. Tingkat kemiskinan kembali naik di tahun 2020 setelah
menunjukkan tren menurun sejak 2016 hingga 2019. Pada tahun 2019 berada di angka
11.7% dan 2020 menjadi 12.8%. Namun Pandemi ini pula yang membawa perubahan besar

pada pemanfaat jaringan online pada semua sektor pembangunan.

Dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun, RPJMD 2017-2022 telah mengalami 4 (empat)
kali perubahan, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

Perubahan tersebut karena adanya penyempurnaan dalam RPJMD dan terbitnya
Permendagri 90 tahun 2019 tentang Kklasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah, sehingga Renstra OPD ikut menyesuaikan atas

perubahan tersebut.

Kinerja Dinas Sosial berdasarkan capaian selama 2017-2022 menunjukan hasil yang
bagus. Pada tahun 2018 dan 2019, Kinerja Dinas Sosial DIY yang dipresentasikan pada dua
indikator (PPKS dan PSKS) menunjukan capaian melebihi 100%. Hal ini berarti Dinas Sosial
melakukan pelayanan lebih dari yang sudah ditargetkan. Namun pada tahun 2020 capaian
PSKS tidak mencapai 100% dan pada tahun 2021 capaian indikator PPKS tidak mencapai
100% hal ini jelas karena ada pergeseran prioritas anggaran terkait penanganan Pandemi

Covid. Pada tahun 2022 indikator PPKS dan PSKS tercapai melebihi target.
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

PerangkatDaerah

1. Peluang

a.

o

-

= @

Kebijakan pro poor pro job yang menguatkan posisi penyelenggaraan pelayanan
kesejahteraan sosial

Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positif bagi
pengembangan karier pegawai

Dukungan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam penanganan
PPKS

Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Banyaknya Perguruan Tinggi yang berada di wilayah DIY

Komitmen dari dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraansosial

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu penanganan PPKS
Adanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mendukung penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

Kebijakan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan
Yogyakarta

Kebijakan pengelolaan potensi bahari akan mendukung program penanggulangan

kemiskinan
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2. Tantangan

a. Harmonisasi kebijakan antara Pemerintah DIY dan kabupaten/Kota

b. Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan daerah.

c. Dampak krisis ekonomi global yang mempersulit pemulihan kegiatan ekonomi
dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin

d. Perubahan iklim yang mempengaruhi kerentanan masyarakat di wilayah
bencana termasuk bencana rawan pangan.

e. Sistem Tata niaga perdagangan yang kurang berpihak pada warga miskin
sehingga memperkecil nilai tukar dan dayabeli.

f. Dunia usaha yang kurang memberi afirmasi bagi tenaga kerja dari PPKS yang
telah diberdayakan.

g. Penyalahgunaan obat terlarang (napza) yang semakin meluas.

h. Kemiskinan pada wilayah-wilayah rawan pangan dan kawasan rawan bencana

i. Semakin tingginya kasus-kasus trafficking anak dan perempuan

j.-  Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak

k. Semakin meningkatnya kasus anak yang berhadapanhukum

. Kebijakan kependudukan yang belum semua mengakomodir hak-hak
kelompok marginal untuk mendapatkan identitas (KTP, KK dan akte, dan
dokumen kependudukan lainnya)

m. Sebagian masyarakat masih belum menerima dan bersikap diskriminatif
terhadap eks warga binaan sosial

n. Semakin menguatnya primodialisme berbasis etnis, golongan, aliran, agama
yang berujung pada konflik sosial dan disintegrasi.

0. Rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap para perintis, pejuang dan
pahlawan semakin tergerus oleh budaya populer yang terbawa oleh arus
globalisasi

p. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus

oleh budaya yang pragmatis dan materialistik.
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BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2021 sebanyak 3.742.896 jiwa dengan laju

pertumbuhan penduduk 1,61 persen (BPS, 2022). Pertumbuhan penduduk tersebut

diiringi dengan kopleksitas permasalahannya, antara lain permasalahan di bidang sosial

yang meliputi:

1. Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Daerah
Istimewa (DI) Yogyakarta mencapai 463,63 ribu jiwa atau 11,49 persen pada
September 2022. Jumlah itu naik 0,15 persen atau 8,87 ribu jiwa dibandingkan pada
Maret 2022 yang sebesar 454,76 ribu jiwa atau 11,34 persen. Prosentase penduduk
miskin DIY lebih besar dari angka rata-rata nasional yang sebesar 9.57 persen.
Garis kemiskinan DIY pada September 2022 meningkat menjadi Rp. 551.342,- bila
dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 482.855,- Ketimpangan di DIY
mengalami peningkatan pada tahun 2022 ditunjukan dengan Gini Ratio sebesar
0,459. Angkat tersebut meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 4,44.

Perekonomian DIY selama 2022 tumbuh sebesar 5,15 persen (c-to-c). Kondisi
ini turun jika dibandingkan tahun sebelumnya, 5,53 persen pada tahun 2021.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 69/HUK/2023 per tanggal 17
April 2023, warga DIY yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) sejumlah 2.062.601 jiwa menurun bila dibandingkan dengan Desember
2022 sebesar 2.132.800 jiwa. Intervensi terhadap fakir miskin sudah banyak
dilakukan melalui perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat
miskin yang sudah tidak produktif, dan bagi mereka yang masih produktif
diintervensi melalui pemberdayaan sosial dalam bentuk pendampingan dan
koordinasi penyaluran BPNT, pendampingan dan koordinasi UEP PKH, dan UEP
PKH Graduasi melalui BKK.
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2. Perlindungan Anak

Jumlah anak yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial
berdasarkan Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY tahun 2022
meliputi anak-anak yang termasuk kategori anak terlantar sejumlah 5.200 anak dan
anak balita terlantar sejumlah 431 anak. Anak dan balita telantar ini merupakan
anak yatim piatu yang memiliki keluarga atau kerabat dengan ekonomi yang tidak
berkecukupan dan/atau tinggal di dalam keluarga miskin sehingga mengalami
hambatan perkembangan dan fungsi sosial. Paradigma lama bahwa penanganan
anak terlantar melalui pelayanan dalam panti menjadi solusi pilihan, saat ini tidak
lagi relevan seiring dengan bergesernya kebijakan nasional yang menekankan
pentingnya pengasuhan berbasis keluarga, bukan berbasis panti/lembaga
pengasuhan, maka pengasuhan dalam panti menjadi alternatif terakhir pada
penanganan anak terlantar.

Peringkat kedua yaitu Anak dengan kedisabilitasan, yang berjumlah 2.012
anak. Jumlah tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan data pada tahun 2021
sebesar 1.971 anak (Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY, 2022) .
Anak dengan Kedisabilitasan atau disebut juga dengan Anak berkebutuhan khusus
(ABK) belum terpenuhi hak-haknya untuk bisa menikmati pendidikan di Sekolah
Inklusi. Pada tahun 2012, Pemerintah DIY telah mengesahkan Peraturan Daerah
yang mengatur tentang Pemenuhan dan Perlindungan terhadap hak-hak
Penyandang Disabilitas yang di dalamnya juga mempromosikan pendidikan inklusi.
Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2022
tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas. Dinas Sosial telah mengupayakan berbagai bentuk layanan
untuk ADK tersebut dalam bentuk pelayanan yang telah dilakukan dalam kurun
waktu lima tahun terakhir (2017-2022) yaitu pengasramaan SLB, Bantuan Sosial
Anak dengan Kedisabilitasan melalui LKS.

Selain itu, permasalahan tentang anak berkembang semakin kompleks
dengan munculnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang jumlahnya
mencapai 222 anak, Anak yang Hidup di Jalan sebanyak 132 anak, Anak Korban
Tindak Kekerasan dan memerlukan perlindungan khusus sebanyak 25 anak
(Pemutakhiran data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY, 2022). Hal ini memerlukan

tindak lanjut perlindungan dan penanganan.

22

L @@y & T"‘"f’ I @y & o g




Rencana é’fm@iy Dinas Sosial DIY 2023 - 2026

3. Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial
teridentifikasi berjumlah 28.137 orang dan 2.012 anak dengan Kkedisabilitasan
(Pemutakhiran data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY, 2022). Pada tahun 2012,
Pemerintah DIY dan DPRD DIY telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang
Disabilitas. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Daerah DIY nomor 5
tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan = mengakomodasi
berbagai instrumen internasional yang terkait dengan hak- hak bagi penyandang
disabilitas, termasuk di antaranya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas
(UNCRPD) yang mengamanatkan agar Pemda DIY, Pemkab/Kota, dan Masyarakat
berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas
penggunaan fasilitas umum, bagi penyandang disabilitas sesuai dengan
kewenangan.

Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan perlindungan dan
pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas tersebut, Dinas Sosial DIY
memfasilitasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2013. Dinas
Sosial juga memberikan bantuan sosial bekerjasama dengan LKS yang menanganai
permasalahan penyandang disabilitas.

Permensos No. 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
menyebutkan bahwa ketugasan Provinsi melayani rehabilitasi sosial dasar
penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, sehingga pelayanan kesejahteraan
sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY sangat terbatas pada pemenuhan
kebutuhan dasar berbasis panti melalui Balai/ UPTD Dinas Sosial DIY. Sejauh ini
pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Balai mengarah kepada
rehabilitasi sosial dan vokasional, dimana fokusnya memberikan berbagai
keterampilan, baik ilmu pengetahuan serta teknologi dalam upaya mengembalikan

kemampuan untuk bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuan fisiknya.
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Rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah
sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu
memproduksi barang dan atau jasa yang kompetitif. Faktanya banyak usaha mandiri
yang dikelola penyandang disabilitas yang bangkrut, mandeg atau tumbuh sangat
lambat. Dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap usaha-usaha yang baru
dirintis juga masih terbatas.

4. Penanggulangan Bencana

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara Gunung Merapi serta batas
selatan Samudera Hindia memiliki potensi besar terhadap bencana. Dua
kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan
pegunungan kapur atau merupakan kawasan karts dan di Kabupaten Kulonprogo
sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar
terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman
sebagai kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang
lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial.
Sebanyak 291 atau 66,44% kelurahan di DIY merupakan wilayah rawan bencana
(Dinas Sosial, 2021).

Korban Bencana alam tercatat sebanyak 21.908 orang dan korban bencana
sosial sebanyak 59 keluarga (Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS 2022).
Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi usaha mitigasi
penanggulangan bencana, bimbingan, supervisi, konsultasi di daerah rawan
bencana, dan bantuan sosial korban bencana serta bantuan kepada orang terlantar.
Pada kejadian Bencana Dinas Sosial mengarahkan sumber daya untuk menangani
korban bencana melalui bantuan sosial (logistik) dan melakukan pendampingan
sosial terhadap korban bencana. Dinas Sosial melatih Taruna Siaga Bencana
(TAGANA) dan Tenaga Pelopor, serta Difabel Taruna Siaga Bencana (DIFAGANA).
Untuk melaksanakan tugas mitigasi dan kesiapsigaan, dibentuk Kampung Siaga
Bencana (KSB). Hal-hal tersebut tidak terlepas dari kearifan lokal yang digunakan
sebagai dasar tindakan pencegahan, sikap dan praktek hidup hamemayu hayuning
bawono serta menjaga keguyuban dan kerukunan dalam menghadapi situasi
bencana.

Pandemi Covid-19, yang muncul pada awal tahun 2020 merupakan salah satu

permasalahan yang cukup menyita atensi serta pemanfaatan segala sumber daya
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sebagai salah satu bencana. Covid-19 secara resmi ditetapkan sebagai bencana
nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden (Keppres)
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dinas
Sosial sebagai salah satu anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY yang
turut bertanggung jawab dalam menyediakan shelter karantina bagi penyintas
Covid-19.
5. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Usia Harapan Hidup DIY mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar
75,04, menjadi 75,08 di tahun 2022 (BPS, 2022). Meningkatnya Usia Harapan Hidup
di DIY, menghasilkan kelompok lanjut usia yang meningkat. Berdasarkan sensus
penduduk DIY tahun 2020, persentase penduduk berusia > 60 tahun DIY cukup
tinggi sebesar 15,75 % (BPS DIY,2021). Hal ini berimplikasi terhadap penyediaan
layanan dalam menjawab kompleksitas permasalahan terkait lansia. Harapanya
seluruh lansia di DIY selalu sehat dan produktif. Namun faktanya meskipun usia
harapan hidup di DIY tertinggi di tingkat nasional, kondisi kehidupan para lanjut
usia masih banyak yang mengalami keterlantaran.

Jumlah lanjut usia DIY berdasarkan data Direktorat Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Desember 2021 sebanyak 637.353 jiwa sedangkan yang
merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dalam Pemutakhiran
data PPKS dan PSKS 2022 sebanyak 26.525 jiwa. Lanjut Usia PPKS mengalami
penurunan bila dibandingkan dengan data 2021 sebesar 33.129 jiwa.
Program-program pelayanan sosial lanjut usia mengarah kepada pemberian
jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin kelangsungan
hidup lanjut usia. Kebijakan perlindungan dan jaminan sosial merupakan model
perlindungan sosial negara-negara yang menganut welfare state yang mampu
memberi pelayanan yang luas kepada warganya. Namun kebijakan ini telah
dikoreksi di sejumlah negara karena krisis ekonomi berkepanjangan sehingga
negara sangat berat untuk membayarkan berbagai insurance yang sudah jatuh
tempo, termasuk insurance untuk lanjut usia. Program perlindungan sosial juga
masih sangat terbatas coveragenya, sehingga hanya mampu menjangkau sebagian
kecil lanjut usia yang seharusnya memenuhi kriteria untuk memperoleh jaminan

sosial.
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Pelayanan sosial yang dilakukan Dinas Sosial selama kurun waktu lima tahun
terakhir meliputi:

a. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dilaksanakan melalui sistem
dalam panti dan luar panti. Di DIY terdapat satu Balai yang menangani Werdha
yang dikelola oleh Dinas Sosial, yang terdapat pada dua unit, yaitu Budi Luhur,
Bantul dan Abiyoso, Sleman.

b. Pelayanan home care maupun day care, dengan melibatkan lembaga
kesejahteraan sosial.

Pelayanan kesejahteraan lanjut usia di luar panti ditujukan kepada lanjut usia
atau keluarganya. Selain pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial, juga
diberikan bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia yang masih produktif
namun seiring dengan kewenangan maka selanjutnya sasaran hanya kepada lanjut

usia tidak potensial.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih
1. Telaah Visi

Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan keistimewaannya, dimana Gubernur
DIY ditetapkan langsung oleh Pemerintah Pusat, maka dalam merumuskan Visi dan
Misi dibutuhkan keselarasan untuk menyatukan pokok-pokok pikiran dan arahan
Gubernur DIY, serta mengikuti realita permasalahan dan potensi yang dihadapi oleh
masyarakat DIY.

Visi Gubernur DIY 2022-2027 yakni “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat
Jogja melalu Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta
Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Pancamulia yang tertuang dalam Visi RPJMD 2012-2022, kembali diangkat
sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 karena memiliki keterkaitan dan relevansi
dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan DIY. Terwujudnya Pancamulia, yang hadir untuk menjawab isu
strategis di DIY, dapat diukur melalui capaian-capaian yang diukur dengan beberapa
ukuran, yaitu :

a. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan DIY;
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b. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan;
c. Lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tentram;
d. Kehidupan ekonomi yang layak;

Mengecilnya ketimpangan antar kelas sosial dan antar wilayah;

f Good Governance pada berbagai tingkatan.

Dinas Sosial DIY memiliki kontribusi dan posisi strategis dalam pencapaian
Pancalima yang diangkat kembali dalam Visi dan Misi Gubernur Tahun 2022-2027.
Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial DIY yang menyelenggarakan pelayanan sosial
dasar menjamin kemuliaan martabat warga Yogyakarta, terlebih bagi warga
masyarakat yang masih berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,
khususnya bagi warga masyarakat yang masih hidup dengan kemiskinan serta
warga lain yang masih mengalami eksklusi sosial akibat stigma dan diskriminasi
sosial. Di wilayah DIY tidak lagi ditemukan warga yang berada dalam kemiskinan
mutlak atau mengalami disparitas yang terlalu ekstrim, namun ketimpangan sosial
masih cukup tinggi yang dinilai dari Indeks Gini maupun indek Williamson.
Ketimpangan yang melebar dan berlangsung lama apabila tidak ditangani akan
menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta
penderitaan psiko sosial yang akan menyerang martabat manusia. Tugas Dinas
sosial DIY dalam menanggulangi kemiskinan secara lansgung akan menangani
ketimpangan dan kesenjangan sosial dan menjaga dan menjamin warga miskin

dapat hidup secara bermartabat.

2. Telaah Misi
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, diturunkan menjadi empat Misi
dengan berorientasi pada cara atau langkah atau sikap yang bisa dilakukan untuk
mewujudkan Visi. Ke empat Misi yang sudah dirumuskan yakni :

a. Meningkatkan kulitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan
yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi
kelurahan;

b. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan
infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan

/pengelolaan sumber daya setempat;
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c. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan

kemajuan teknologi informasi;

d. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang

dan pertanahan yang baik.

Dari telaah Visi dan Misi Gubernur Tahun 2022-2027, Dinas Sosial DIY
menjadi organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam
mewujudkan kemuliaan martabat manusia di DIY. Menjaga dan menjunjung
martabat manusia adalah prinsip dasar yang mempedomani seluruh
penyelenggaraan pelayanan sosial dasar. Melalui pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, Dinas Sosial DIY berkontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi
Gubernur Tahun 2022-2027 dengan tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kemampuan partisipasi dan peran
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menangani permasalahan sosial
di DIY. Dengan slogan “Melayani Mrantasi” yang bermakna memberi pelayanan
paripurna, Dinas Sosial DIY berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan

bagi masyarakat.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-
faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L
ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. Telaah Renstra K/L ini
dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas
pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD DIY terhadap sasaran Renstra K/L dan
Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-
masing SKPD.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun
dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada
prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Di bawah ini disajikan matrik

telaah sasaran strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial
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RI, Dinas Sosial DIY dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

KEMENSOS

DINSOS PROVINSI

DINSOS KAB/KOTA

Meningkatkan Taraf
Kesejahteraan Sosial Penduduk
Miskin dan Rentan dengan
indikator Indeks Kesejahteraan
Sosial.

Terpenuhinya Kebutuhan dasar,

perlindungan dan jaminan sosial serta

perubahan perilaku bagi PPKS.

Perwujudan dari sasaran strategis

Kementerian Sosial yang
memfokuskan pada peningkatan

kemampuan penduduk miskin dan

rentan dalam menghadapi

permasalahan kesejahteraan sosial.

iy

2)

3)

4)

5)

Cakupan PMKS/PPKS yang
mendapatkan Rehabilitasi,
Perlindungan dan Jaminan
Sosial Tahun 2026 dengan
meningkatkan sasaran/
cakupan Rehabilitasi,
Perlindungan dan jaminan
sosial di wilayah Kabupaten
Gunungkidul

Meningkatkan perlindungan
sosial dan jaminan sosial
dengan indikator cakupan
PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Masyarakat)
yang mendapatkan
perlindungan sosial dan
jaminan sosial, meningkatnya
penanganan bencana berbasis
masyarakat dengan indikator
persentase membinaan
kampung siaga bencana (KSB)
dan pengelolaan
Tetenger/Monumen/Tempat
Sejarah di wilayah Kabupaten
Sleman

Meningkatnya penanganan
masalah kesejahteraan sosial
dengan indikator persentase
penanganan kesejahteraan
sosial meningkat di wilayak
Kota Yogyakarta hingga tahun
2026.

Mewujudkan pemberdayaan
PMKS dan fakir miskin,
penerimaan bantuan dan
program pengentasan
kemiskinan serta tersalurnya
bantuan tepat sasaran dengan
meningkatkan penanganan
penyadang maslah
kesejahteraan sosial yang
diukur dengan persentase
penanganan masalah
kesejahteraan sosial dari tahun
ke tahun di Kabupaten Bantul.
Meningkatnya penanganan
masalah sosial yang diukur
dengan capaian penanganan
masalah dari tahun ke tahun di
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Kabupaten Kulon Progo

Pemenuhan kebutuhan dasar dan
perubahan perilaku dilaksanakan
dnegan menyelengaraan pelayanan
kesejahteraan sosial untuk setiap
yang diukur dengan kondisi indeks
kesejahteraan sosial ini, yaitu indeks
keberfungsian sosial, dan indeks
perlindungan sosial selaras dengan
sasaran strategis Dinas Sosial DIY
(pada tingkat provinsi).

Meningkatkan koordinasi,
pembinaan, fasilitasi serta
pengembangan PSKS dan K3S
dengan program pemberdayaan
sosial dan Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Daerah Kabupaten/Kota yang
diukur dengan persentase tenaga
dan lembaga kesejahteraan sosial
yang memperoleh pembinaan dan
terfasilitasi.

Meningkatkan layanan yang
berkualitas oleh pelaku
penyelenggara kesejahteraan
sosial yang profesional, dengan
indikator:

6) Indeks Partisipasi Sosial

7) Persentase (%) SDM Kesos
yang tersertifikasi (ASN dan
non-ASN)

8) Persentase (%) Lembaga di
Bidang Kesejahteraan Sosial
yang terakreditasi

9) Persentase (%) Daerah yang

menyelenggarakan layanan

terpadu penanggulangan
kemiskinan

Persentase (%) K/L/D
yang memanfaat-kan data
terpadu kesejahteraan sosial
dalam penyelenggaraa
program pe-nanggulangan
kemiskinan

10)

Mewujudkan penguatan tata
kelola serta peningkatan
efektivitas birokrasi dan
pelibatan publik dengan
indikator Nilai Reformasi
Birokrasi Kementerian Sosial

Terwujudnya peningkatan
kemampuan, partisipasi dan peran
PSKS.

Pemenuhan kebutuhan dasar dan
jaminan sosial serta perubahan
perilaku dilaksanakan dengan
peningkatan layanan publik bidang
sosial untuk memberikan kemudahan
bagi masyarakat dalam mengakses
dan mendapatkan layanan terbaik
dalam bidang sosial.

Dinas Sosial DIY berkomitmen untuk
meningkatkan pelayanan yang
berkualitas oleh pelaku
penyelenggara kesejahteraan sosial
yaitu Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu
dengan memfokuskan pada
meningkatkan kualitas pemberi
layanan dan meningkatkan kualitas
data terpadu.

Peningkatan kualitas pemberi layanan
dilakukan dengan dukungan SDM
kesejahteraan sosial, LKS yang
terakreditasi, serta dukungan dari
kementerian/lembaga/daerah yang
menyelenggarakan layanan rujukan
terpadu dalam bidang lain sebagai
bagian dari Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Sedangkan untuk meningkatkan
kualitas data dilakukan dengan
mendorong stakeholders lain dalam
verifikasi, validasi dan memanfaatkan
data terpadu dalam penyelenggaraan

Meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
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usaha kesejahteraan sosial.

Pada aspek tata kelola, Dinas Sosial
DIY berupaya memberikan pelayanan
prima dengan pelaksanaan reformasi
birokrasi serta Budaya Pemerintahan
Satriya untuk mewujudkan tata
kelola yang bersih, efektif dan efisien,
Zona Integritas untuk birokrasi yang
bersih dan akuntabel, peningkatan
nilai maturitas Sistem Pengawasan
Intern Pemerintah (SPIP), WBK, dan
transparansi dengan melibatkan
publik dalam seluruh aspek
pengelolaan kebijakan berbasis data
kebutuhan masyarakat.

Secara garis besar, strategi dan arah kebijakan yang digunakan antara Kementerian
Sosial, Dinas Sosial DIY dan Kabupaten/Kota sejalan. Beberapa strategi dan kebijakan
makro juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan strategi
dan kebijakan bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang
dihadapi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Dari hasil telaah Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial DIY dan Renstra
Dinas Sosial Kabupaten/Kota di wilayah DIY, ditemukan sasaran strategis yang saling
mendukung. Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang
didalamnya terdapat penduduk miskin dan kelompok rentan. Kementerian Sosial
mencantumkan peningkatan taraf kesejahteraan tersebut sebagai sasaran strategis
pertama yang saling mendukung dengan sasaran strategis pada tingkat provinsi dan
kabupaten/ kota yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar.

Berdasarkan sasaran strategis Kementerian Sosial RI, Dinas Provinsi dan Dinas
Sosial Kabupaten/Kota menunjukkan sudah adanya sinergi dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Sasaran strategis Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan Taraf
Kesejahteraan Sosial penduduk miskin dan rentan diterjemahkan oleh Dinas Sosial
Provinsi ke dalam kebijakan yang lebih teknis. Kebijakan Dinas Sosial kabupaten/Kota
telah menjangkau banyak jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan
menangangi masalah kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kekerasan dan
kebencanaan. Kebijakan Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan dan mengembangkan
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga didukung oleh
Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Kementerian Sosial RI tidak secara langsung merumuskan kebijakan terkait dengan
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penanggulangan bencana, namun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merumuskan
kebijakan tersebut ke dalam dokumen renstra. Selain itu Dinas Sosial provinsi dan Dinas
Sosial Kabupaten/Kota juga merumuskan kebijakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial, meskipun Kementerian Sosial juga tidak
merumuskannya ke dalam Kkebijakan. Kementerian Sosial RI memfokuskan kebijakan
berbasis data sehingga mencantumkan data terpadu kesejahteraan sosial menjadi bagian
dari sasaran strategis sebagai bentuk profesionalitas pelayanan. Dinas Sosial DIY
mendukungnya dengan mendorong kerjasama lintas stakeholder dalam verifikasi dan
validasi serta pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial untuk penyelenggaraan
pembangunan kesejahteraan sosial di DIY.

Dinas Sosial Kabupaten/ Kota di wilayah DIY mencantumkan sasaran strategis dan
kebijakan lebih teknis dalam penanganan masalah sosial terkait dengan PPKS secara jelas.
Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, fokus layanan kesejahteraan sosial Dinas Sosial di
Kabupaten/ Kota berbasis layanan masyarakat yang meliputi perlindungan sosial,
rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan dasar. Aspek lain
yang menjadi fokus intervensi di Kabupaten/ Kota adalah bidang kebencanaan khususnya
di wilayah Kabupaten Sleman yang mana sebagian wilayahnya rawan bencana erupsi
Gunung Merapi. Hal ini selaras dengan salah satu isu yang diangkat di wilayah provinsi
(Dinas Sosial DIY) yang memiliki 301 desa/ kalurahan rawan bencana (Data BPBD DIY,
2022).

Dari hasil telaah Renstra K/L dan Kabupaten/ Kota, sasaran strategis dan kebijakan
masing-masing saling mendukung dan sinergis. Hal ini memberikan dampak yang positif
dalam usaha penanganan masalah sosial khususnya di DIY dan mendukung capaian yang
ditargetkan dalam RPJMD DIY. Namun ada beberapa hal yang dapat berpotesi menjadi
hambatan, terkait dengan indikator pengukuran yang belum seragam digunakan antara
Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial di Kabupaten/ Kota. Selain itu,
Dinas Sosial Kabupaten/Kota belum memfokuskan penanganan masalah sosial dari
perspektif pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Akan tetapi,
hal tersebut tidak menghambat secara signifikan, sebab masing-masing sasaran strategis
dna kebijakan dapat saling mengisi.

Kontribusi Dinas Sosial DIY dalam memberi dukungan pada pencapaian Renstra

Kementerian Sosial dan Renstra Kabupaten/Kota dapat dilihat dari capaian indikator
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kinerja Dinas Sosial dari tahun 2017 sampai dengan 2022 pada matrik berikut :

DGy o g
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Tabel 3.2
Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial DIY

No

Sasaran

Target Renstra SKPD Tahun Ke...

Realisasi Capaian Tahun Ke ...

Rasio Capaian Pada Tahun Ke ...

1
(2018)

2
(2019)

3
(2020)

4
(2021)

5
(2022)

1
(2018)

2
(2019)

3
(2020)

4
(2021)

5
(2022)

1
(2018)

2
(2019)

3
(2020)

4
(2021)

5
(2022)

Sasaran
pada
Renstra
SKPD
Kabupaten
/ Kota

Sasaran
pada
Renstra
K/L

2

10

11

12

13

14

15

16

17

Presentase
PPKS yang
memperoleh
pemenuhan
kebutuhan
dasar,
perlindungan,
jaminan sosial,
dapat hidup
mandiri dan
berfungsi
sosial

42.38

40.97

42.17

43.08

44.28

43.74

42.17

43.85

40.91

47.27

103.21

102.93

103.98

94.96

106.75

Persentase
PSKS dan
masyarakat
sasaran yang
meningkat
kemampuan
dan
partisipasiny a
dalam
penyelenggar
aan
kesejahteraa n
sosial serta

51.56

51.57

51.58

51.59

51.60

51.64

51.72

45.35

69.64

65.34

100.16

100.29

87.92

134.99

126.63
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Target Renstra SKPD Tahun Ke...

Realisasi Capaian Tahun Ke ...

Rasio Capaian Pada Tahun Ke ...

Sasaran
No Sasaran pada Sasaran
Renstra pada
SKPD Renstra
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Kabupaten K/L
(2018) | (2019) (2020) | (2021) | (2022) (2018) | (2019) (2020) (2021) | (2022) (2018) (2019) | (2020) | (2021) (2022) / Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1
8 9
mampu
mewujudkan
nilai-nilai
keperintisan,
kepahlawana n
dan
kesetiakawana
n sosial
35

i@y & T%r' I @y & b




Rencana Sfmf@iy Dinas Sosial DIY 2023 - 2026

Pada umumnya Kinerja Dinas Sosial DIY telah selaras dengan Kementerian

Sosial RI dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan telah tercapai dengan faktor

pendorong antara lain sebagai berikut :

1.

Adanya dukungan pendanaan dari pusat untuk membantu pencapaian target
penanganan PPKS. Dana luncuran diperuntukkan bagi masyarakat yang
diserahkan secara langsung dari pusat (Kementerian Sosial) untuk
masyarakat dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah
kesejahteraan sosial. Makin banyaknya kepedulian dunia usaha melalui CSR
juga menjadi bagian dalam bentuk ini, bersama dengan banyak lembaga
kesejahteraan sosial yang muncul dan dikelola oleh masyarakat yang
berkontribusi untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial di
lingkungannya.

Penanganan PPKS melalui catur pilar, yaitu melibatkan 4 pilar yaitu
pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha untuk berperan
dalam penanganan PPKS. Dengan Perguruan Tinggi, misalnya kegiatan Tri
Dharma Perguruan Tinggi dalam pengamdian, magang. Sedangkan dunia

usaha melalui CSR.

Faktor penghambat pelaksanaan pencapaian kinerja sebagai berikut :

. Perbedaan periodesasi Renstra Kabupaten/Kota dengan Renstra Provinsi.

. Perubahan kebijakan terkait Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan pemerintah bidang sosial untuk
pemberdayaan sosial merupakan urusan kab/kota sehingga Pemerintah
Daerah DIY tidak melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan

pemberdayaan.

. Fokus pengembangan PSKS yang belum maksimal di wilayah Kabupaten/ Kota.

Analisis terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Sosial RI

2020-2024 dan capaian sasaran Dinas Sosial DIY, menunjukkan bahwa kebijakan

dan program Dinas Sosial telah sinergis dengan kebijakan dan program

Kementerian Sosial. Kinerja Dinas Sosial DIY banyak didukung oleh sumber dana

dari APBN melalui Kementerian Sosial. Sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar dan

jaminan sosial bagi PPKS pada Program Pemberdayaan Sosial lebih banyak

dibiayai dana dekonsentrasi, khususnya Program Pemberdayaan Keluarga Fakir

Miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu program

36

> i o5y




3.4

Rencana Sfmf@iy Dinas Sosial DIY 2023 - 2026

penanggulangan kemiskinan juga bersumber dari dana APBN. Pemerintah DIY
telah menyediakan dana untuk memfasilitasi UEP PKH. Pemerintah Kabupaten
Bantul melakukan penguatan kepada RTSM peserta PKH dengan skema usaha
ekonomi. pemerintah Kabupaten lainnya juga masih sebatas memberi dukungan
pada kegiatan koordiansi pelaksanaan PKH. Program lain yang juga masih banyak
didukung dana dari APBN adalah jaminan sosial bagi Penyandang Disabilitas dan
Lanjut Usia terlantar. Pemerintah Provinsi juga belum mengalokasikan anggaran
untuk menambah volume atau jumlah sasaran.

Capaian kinerja Program penanggulangan bencana juga masih lebih
banyak didukung dana dari Pemerintah Pusat. Penyediaan logistik bencana,
perlindungan sosial korban bencana mendapat alokasi dari dana APBN.
Sedangkan APBD lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan pengurangan
resiko bencana. Namun semua pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai

kebijakan dan sasaran yang searah dalam penanggulangan bencana.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah danKajian
Lingkungan Hidup Strategis
Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS berdasarkan Perda DIY No.5 Tahun

2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019 - 2039 sebagai berikut:
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Tabel 3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Nama Program

Lokasi

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan
Pelayanan OPD

1.1.

PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI

Perwujudan Kawasan Lindung

Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya

Program pemantapan hutan lindung

a.  Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna
mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung.

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
hutan lindung.

c. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan
hutan lindung.

d. Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung.

Kecamatan Pengasih, Kokap (Kabupaten Kulon Progo);
Kecamatan Imogiri, Dlingo, Pleret,

Piyungan (Kabupaten Bantul); Kecamatan Ponjong, Panggang,
Playen, Karangmojo, Ngawen, Semin (Kabupaten
Gunungkidul)

Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
lwarga masyarakat dengan pengelolaan hutan fungsi
lindung

1.2.

Kawasan resapan air
a. Pengembangan Sarana Peresapan Air

Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen,
[Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten
Gunungkidul) Kecamatan Turi, Pakem, Kalasan, Mlati, Ngaglik,
[Ngemplak, Seyegan, Sleman, Tempel Cangkringan (Kabupaten
Sleman), Kecamatan Kokap, Girimulyo, Temon, Wates,
Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur, Samigaluh
(Kabupaten Kulonprogo) Kecamatan Dlingo, Imogiri,
Piyungan (Kabupaten Bantul)

Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah
sekitar resapan air

Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk
pemenuhan hake-hak ekonomi sosial dan budaya
lwarga miskin di sekitar wilayah resapan air

i @y & T%r’ I @y & ¥
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Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap

No. Nama Program Lokasi Kebutuhan
Pelayanan OPD
b. Pengendalian Pengambilan Air Tanah Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten 'warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan
Gunungkidul) Kecamatan Turi, Pakem, Kalasan, Mlati, Ngaglik, [resapan
[Ngemplak, Seyegan, Sleman, Tempel Cangkringan (Kabupaten |Air
Sleman), Kecamatan Kokap, Girimulyo, Temon, Wates,
Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur, Samigaluh
(Kabupaten Kulonprogo) Kecamatan Dlingo, Imogiri,
Piyungan (Kabupaten Bantul)
c. Pengendalian perkembangan lahan terbangun di kawasan Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen,
lyvang berfungsi sebagai kawasan resapan air Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten
Gunungkidul) Kecamatan Turi, Pakem, Kalasan, Mlati, Ngaglik,
[Ngemplak, Seyegan, Sleman, Tempel Cangkringan (Kabupaten
Sleman), Kecamatan Kokap, Girimulyo, Temon, Wates,
Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur, Samigaluh
(Kabupaten Kulonprogo) Kecamatan Dlingo, Imogiri,
Piyungan (Kabupaten Bantul)
Program kawasan perlindungan setempat
2.1. |Konservasi kawasan sempadan pantai
a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai Pantai Selatan DIY Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah
sekitar sempadan pantai
b. Pengembangan mangrove dan tanaman pantai [Kecamatan Srandakan, Kecamatan Kretek, Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan
Kecamatan Panjatan, Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, hake hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di
[Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo sekitar sempadan pantai
c. Konservasi penyu [Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek |Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
Kabupaten Bantul; Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo; |warga masyarakat dengan pengelolaan
[Kecamatan Tepus dan Kecamatan Girisubo, Kabupaten kawasan sempadan pantai
Gunungkidul
d. Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air Pantai Selatan DIY Mengembangkan sumber penghidupan alternative bagi
'warga miskin di pesisir pantai
Meningkatkan kesiapsiagaan dalam rangka
pengurangan
resiko bencana
2.2 |Konservasi kawasan sempadan sungai

a. Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari
pendangkalan

b. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai

Seluruh Wilayah DIY

Seluruh Wilayah DIY

Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah
sekitar sempadan sungai

|Advokasi untuk regulasi penambangan pasir dan
[pemanfaatan sempadan sungai
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Nama Program

Lokasi

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan
Pelayanan OPD

c. Pembuatan struktur buatan pengaman sungai

d. Pengembangan struktur alami pengaman sungai

Seluruh Wilayah DIY

Seluruh Wilayah DIY

Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan
hake hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di
sekitar sempadan sungai

Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
lwarga masyarakat dengan pengelolaan kawasan
sempadan sungai

2.3

Konservasi kawasan sekitar waduk

Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha
dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi
waduk/danau

[Kabupaten Kulon Progo

Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah
sekitar Sempadan Waduk,

Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan
hake hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di
sekitar sempadan Sempadan Waduk.

Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
lwarga masyarakat dengan pengelolaan kawasan
sempadan Sempadan Waduk

2.4

Konservasi kawasan sekitar mata air

a. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air

b. Pengaturan pemanfaatan mata air

Seluruh Wilayah DIY

Seluruh Wilayah DIY

Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah
sekitar Sempadan Mata
Air

Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan
hake hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di
sekitar sempadan Mata

Air

Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan
Sempadan Mata Air

Program perwujudan kawasan konservasi

a. Pelestarian dan perlindungan kawasan suaka alam

Cagar Alam Imogiri, Kabupaten Bantul; Cagar Alam/Taman
Wisata Alam Batu Gamping, Kabupaten Sleman; Suaka
[Margasatwa Sermo,

[Kabupaten Kulon Progo; Suaka Margasatwa Paliyan,
Kabupaten Gunungkidul

Mengintegrasikan program penanggulangan
kemiskinan dengan kegiatan pelestarian alam.

Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
lwarga masyarakat dengan
Pengelolaan

b. Pengembangan kawasan pelestarian alam

Taman Hutan Raya Bunder di Kecamatan Pathuk, Kecamatan
Playen (Kabupaten Gunungkidul); Taman Wisata Alam Batu
Gamping di Kecamatan Gamping (Kabupaten Sleman)

Mengintegrasikan program penanggulangan
kemiskinan dengan kegiatan pelestarian alam.

Melatih karang taruna di wilayah sekitar taman hutan
raya utk mendukung usaha wisata alam.
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Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap

No. Nama Program Lokasi Kebutuhan
Pelayanan OPD
c. Pengembangan kawasan hutan penelitian Kecamatan Paliyan (Kabupaten Gunungkidul) hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di sekitar
cagar alam geologi dan hutan penelitian.
Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
lwarga masyarakat dengan pengelolaan kawasan cagar
lalam geologi dan
hutan penelitian
d. Rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi Taman [Kecamatan Turi, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang mengalami kerusakan Pakem (Kabupaten Sleman) [warga masyarakat dengan pengelolaan
kawasan taman hutan raya
e. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada  |[Kecamatan Turi, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan
kawasan TNGM Pakem (Kabupaten Sleman)
4 |Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi
4.1 |Kawasan cagar alam geologi

a. Pengembangan kawasan warisan geologi untuk kegiatan
pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus

a. Batu Gamping Eosin di Kecamatan Gamping, Kabupaten
Sleman;

b. Lava Bantal Berbah di Sungai Opak, Kecamatan Berbah,
Kabupaten Sleman;

c. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo, Kecamatan
Prambanan,

Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah cagar
lalam geologi dan hutan penelitian

Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk

pemenuhan hake-hak ekonomi sosial dan budaya
lwarga miskin di sekitar cagar alam geologi dan hutan
penelitian

b. Rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi

c. Pelestarian kawasan cagar alam geologi gumuk pasir

d. Pengusulan kawasan cagar alam geologi

Kabupaten Sleman;

d. GoaKiskendo di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon
Progo;

e. Mangan Kliripan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon
Progo;

f.  Gunungapi Purba Nglanggeran Kecamatan Patuk,
Kabupaten Gunungkidul;

g. kawasan Pantai Wediombo-Siung di Kecamatan Girisubo
dan Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul; dan

h. Bioturbasi Kali Ngalang di Kecamatan Gedangsari,
Kabupaten Gunungkidul.

Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul

Sesar Opak Bukit Mengger, Pematang Pantai Paleotsunami
Samas, Bukit Suroloyo Menoreh, Bukit Watubelah Menoreh,
[Watuijo Godean, Ex-Tambang Lempung Godean, Marmer
Menoreh, Aliran Lava Mangunan, Endapan

Erupsi Cangkringan

Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
'warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan cagar
lalam geologi dan

hutan penelitian
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Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap

No. Nama Program Lokasi Kebutuhan
Pelayanan OPD
4.3 |Kawasan perlindungan air tanah
a. Pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangundi  |[Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah
kawasan bentang alam karst Kalibawang, Kecamatan Samigaluh (Kabupaten Kulon Progo); |[sekitar perlindungan air tanah
[Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan
b. Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah Dlingo (Kabupaten Bantul); Kecamatan Karangmojo, Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan [warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan
Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan [perlindungan Air tanah
b lol limbah Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, fasilitasi . i dan inklusi sosial
c. Pengembangan prasarana pengelolaan limbal Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Memfasilitasi pT(rtlsdlpasL mtegrasll lan inklusi sosia
IWonosari, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Nglipar Kvarga masyalradat enga.n penie olaan
(Kabupaten Gunungkidul) awasan perlindungan air tana
d. Pengaturan kegiatan pertambangan secara ketat
5 [Perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau
a. Pengembangan ruang terbuka hijau hingga mencapai paling a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta; Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah
sedikit 30% dari luas kawasan b. Kawasan Perkotaan Sleman; sekitar kawasan ruang terbuka hijau
c. Kawasan Perkotaan Bantul
Kawasan Perkotaan Temon - Wates; dan Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan
e. Kawasan Perkotaan Wonosari hake hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di
sekitar kawasan ruang terbuka hijau
b. Pengembangan ruang terbuka hijau di setiap kawasan a. kawasan peruntukan industri; Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial
budidaya b. kawasan peruntukan pariwisata; warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan ruang
c. kawasan peruntukan permukiman; terbuka hijau
d. kawasan peruntukan instalasi militer;
e. kawasan peruntukan instalasi kepolisian
f. kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi;
g. kawasan peruntukan Transit Oriented Development
(TOD);
h. kawasan peruntukan pesisir dan pulau- pulau kecil
6 |Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam
6.1 |Kawasan rawan bencana alam geologi

a. Pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di kawasan rawan

bencana alam geologi

Kawasan letusan Gunung Merapi yang meliputi Kecamatan
Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di
[Kabupaten Sleman

Mengidentifikasi desaedesa yang termasuk rawan
terkena dampak letusan merapi.

Mengidentifikasi kelompok rentan untuk
mempersiapkan perlindungan khusus.
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Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap

No. Nama Program Lokasi Kebutuhan
Pelayanan OPD
b. Pengembangan sarana prasarana pemantau bencana dan Membangun Kampung Siaga bencana
evakuasi bencana
Melakukan simulasi
Memberdayakan Keluarga Fakir Miskin dan PPKS
lainnya di wilayah
6.2 |Kawasan Rawan Bencana Longsor
a. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan a. Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Melakukan pemetaan desae desa rawan longsor
bencana tanah longsor Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan
Kretek di Kabupaten Bantul; Mengidentifikasi kelompok rentan untuk
b. Kecamatan Panggang, Kecamatan Paliyan, Kecamatan mempersiapkan perlindungan khusus.
Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus,
b. Konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah Kecamatan Wonosari, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Membangun Kampung Siaga bencana
longsor Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan
Karangmojo, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Semin,
Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Ngawen di Kabupaten  |Melakukan simulasi
Gunungkidul;
c. Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Minggir, Kecamatan [Memberdayakan Keluarga Fakir Miskin dan PPKS
Pakem, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Turi di lainnya di wilayah
Kabupaten Sleman; dan Tersebut
d. Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan
Kokap,
[Kecamatan Pengasih, Kecamatan
Samigaluh, dan Kecamatan Temon di kabupaten Kulon Progo.
6.3 |Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan
a. Penyediaan prasarana mitigasi bencana a. Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan
Panjatan, dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo;
b. Pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air b. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan
Kecamatan Kretek di Kabupaten Bantul; dan
c. Pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam ¢ Kecamatan Purwos.zm, Kec§matan Saptosari, Kecamatan
Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Panggang, dan
kekuatan gelombang pasang - . .
Kecamatan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul
d. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan
bencana tsunami
6.4 [Kawasan Rawan Banjir

a. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan
bencana banjir

b. Pengembangan prasarana resapan air hujan

a. Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta;
b. Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan
Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah,
Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan
Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo,

Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates di Kabupaten Kulon

Melakukan pemetaan desae desa rawan banjir

Mengidentifikasi kelompok rentan untuk
mempersiapkan perlindungan khusus.
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Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan
Pelayanan OPD

c. Pengembangan sistem drainase

d. Pembangunan talud pada sungai yang beresiko tinggi
menyebabkan luapan banjir

e. Pengembangan struktur alami seperti pohon bambu pada
sungai yang belum bertalud

Progo;

c. Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan
Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan
Moyudan, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Tempel di
Kabupaten Sleman;

d. Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan
Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Imogiri,
Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek,
Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pleret,
Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu,
Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan di Kabupaten
Bantul; dan

e. Kecamatan Gedangsari, Kecamatan

[Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Panggang,
Kecamatan Semin, dan

Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul.

Sungai di kawasan rawan bencana banjir

Membangun Kampung Siaga Bencana
Melakukan simulasi
Memberdayakan Keluarga Fakir Miskin dan PPKS

lainnya di wilayah
Tersebut

6.5

Kawasan Rawan Gempa Bumi

a. Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa
bumi

b. Pembuatan pedoman pembuatan bangunan tahan gempa

c. Penyediiaan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi

d. Pengembangan bangunan tahan gempa pada gedung
[pemerintah

a. Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan,
Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri,
Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek,
Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan
Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan
Sanden, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan, di
Kabupaten Bantul;

b. Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan
Lendah, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Pengasih di
Kabupaten Kulon Progo; dan

2. Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah,
[Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan
Sleman, di Kabupaten

Sleman.

Seluruh DIY

Melakukan pemetaan desae desa rawan gempa bumi.

Mengidentifikasi kelompok rentan untuk
mempersiapkan perlindungan khusus.

Membangun Kampung Siaga bencana

Melakukan simulasi

Memberdayakan Keluarga Fakir Miskin dan PPKS
lainnya di wilayah
Tersebut

L @y &> g

44



Rencana Sfmfgiy Dinas Sosial DIY 2023 - 2026

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap

No. Nama Program Lokasi Kebutuhan
Pelayanan OPD
6.6 |[Kawasan Rawan Kekeringan
a.  Penyediaan infrastruktur air bersih a. Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman Melakukan pemetaan desae desa rawan kekeringan
b. Pengembangan infrastruktur penangkap, penyimpan, dan b'_ .Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Keca.matan Mengidentifikasi kelompok rentan untuk
X . Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, R .
penyalur air hujan . > mempersiapkan perlindungan khusus
. . . dan Kecamatan Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo; .
c. Fasilitasi pengembangan budi daya pertanian ¢. Kecamatan Pajangan, Membangun Kampung Siaga bencana
Pandak, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Piyungan, Kecamatan |Melakukan simulasi
Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan
[Kecamatan Dlingo di Kabupaten Bantul; dan Memberdayakan Keluarga Fakir Miskin dan PPKS
d. Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan  |lainnya di wilayah
Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan [tersebut.
Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo,
Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan
[Wonosari, dan Kecamatan Playen di Kabupaten Gunungkidul.
Kawasan Cagar Budaya
7.1. |Melestarikan kawasan cagar budaya dengan cara a. Kawasan Cagar Budaya Prambanan yang terdiri dari: Memberdayakan keluarga fakir miskin dan PPKS
melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan - Kawasan Candi Prambanan - Ratu Boko; lainnya di wilayah tersebut dengan usaha di bidang
- Kawasan Candi Kalasan; dan pariwisata.
- Kawasan Candi Kedulan;
b. Kawasan Cagar Budaya Kraton; Memberdayakan Karang taruna dengan pelatihan
c.  Kawasan Cagar Budaya Pakualaman; wirausaha bidang pariwisata budaya
d. Kawasan Cagar Budaya Kotagede;
e. Kawasan Cagar Budaya Kota Baru; Fasilitasi usaha ekonomi perempuan rawan sosial
f.  Kawasan Cagar Budaya Imogiri; ekonomi untuk menunjang sektor pariwisata
g. Kawasan Cagar Budaya Kerto - Pleret; dan
h. Kawasan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan [Melakukan antisipasi dan pencegahan tindakan
peraturan perundang- undangan. praktek komodifikasi seksual untuk menjaga citra
pariwisata
Melakukan kampanye dan edukasi pencegahan
HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA
B |Perwujudan Kawasan Budidaya
1 |Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi

a. Pelestarian kawasan hutan produksi

b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan
[produksi

Kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul), Kecamatan Temon,
Kokap (Kabupaten Kulon Progo), Kecamatan Panggang,
[Purwosari, Paliyan, Saptosari, Semanu, Semin, Tanjungsari,
Tepus, Girisubo, Karangmojo.

Memberdayakan keluarga fakir miskin di wilayah
tersebut dengan memanfaatkan budidaya hutan
produksi
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No. Nama Program Lokasi Kebutuhan
Pelayanan OPD
IWonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Ngawen, dan Nglipar Memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi
(Kabupaten Gunungkidul)
Memberdayakan Karang Taruna dengan pelatihan
ketrampilan bidang olahan hasil hutan
Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dengan
kampanye kelestarian lingkungan.melalu i Karang
Taruna, PSM dan WKSBM
2 |Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat
a. Pelestarian kawasan hutan rakyat [Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Memberdayakan keluarga fakir miskin di wilayah
AT Gamping, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, tersebut dengan memanfaatkan budidaya hutan
b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan . . .
rakyat [Kecamatan Te_mpel, dan Kecamatan Tl.-ll’l (Kabupaten Sl(_eman], produksi
Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan,
[Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi
Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan
Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan Memberdayakan Karang Taruna dengan pelatihan
(Kabupaten Bantul); Kecamatan Temon, Kecamatan Wates,  [ketrampilan bidang olahan hasil hutan
Kecamatan Panjatan, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo,
Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dengan
[Nanggulan, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh, dan [kampanye kelestarian lingkungan.melalu i Karang
Kecamatan Kalibawang (Kabupaten Kulon Progo); dan Taruna, PSM dan WKSBM
Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan
[Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan
Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan
Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin,
[Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus,
dan Kecamatan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul).
3 |Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian

b. Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi

c. Penetapan LP2B
d. Pemberian insentif bagi pemilik LP2B

e. Intensifikasi pertanian

f. Pembangunan pusat perbenihan (Jogja Agro Tekno Park)

g. Rehabilitasilahan pertanian yang sudah terdegradasi

h. Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi
atau kesesuaian lahannya secara optimal.

[Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon
Progo, dan Kabupaten Gunungkidul

[Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon
Progo, dan Kabupaten

Seluruh DIY
[Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo,
[Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman

[Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul,
Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul

Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan

Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan, Kecamatan Minggir,

Memberdayakan keluarga fakir miskin di wilayah
tersebut dengan memanfaatkan budidaya pertanian,
perikanan dan peternakan

Memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi
pada perdagangan hasil pertanian, perikanan dan

[peternakan

Memberdayakan Karang Taruna dengan memfasilitasi
lusaha perikanan dan peternakan

Membuka akses permodalan petani pada LKM KUBE

Memprioritaskan RTSM di kawasan tersebut sebagai
calon peserta PKH

Memberdayakan keluarga fakir miskin dan PPKS

i @y & T%r’ I @y & ¥

46



Rencana Sfmf@iy Dinas Sosial DIY 2023 - 2026

Nama Program

Lokasi
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Kebutuhan
Pelayanan OPD

i. Pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan

komoditas khas sebagai keunggulan tanaman pekebunan daerah.

Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk
memelihara kelestarian lingkungan.

k. Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan
pariwisata dan pengembangan agro - ekowisata.

l. Pengembangan peternakan sapi potong.
m. Pengembangan peternakan kambing/domba/kambing PE

n. Pengembangan peternakan sapi perah

0. Pengembangan peternakan unggas

ecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik,
[Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan
Seyegan, Kecamatan Sleman (Kabupaten Sleman); Kecamatan
Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo,
[Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek,
[Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan
Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan
Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan
(Kabupaten Bantul); Kecamatan Gedangsari, Kecamatan
Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen,
Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang,
Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong,
Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan
Saptosari, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari
(Kabupaten Gunungkidul); Kecamatan Galur, Kecamatan
Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap,
Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan
Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh,
[Kecamatan Sentolo, dan Kecamatan Wates (Kabupaten Kulon
Progo).

[Kawasan Patuk dan sekitarnya
[Kawasan Pegunungan Menoreh dan sekitarnya

[Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten
Sleman, Kabupaten Gunungkidul

[Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten
Sleman, Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul

lainnya di wilayah tersebut dengan mengintegrasikan
budidaya pertanian, dan peternakan lahan kering

Program Perwujudan Kawasan Perikanan

a. Pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan
tangkap

b. Pengembangan kawasan minapolitan tangkap Sadeng

c. Pengendalian dan pengaturan kegiatan perikanan tangkap
agar tetap lestari

d. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya

e. Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan

perikanan budidaya

Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten
Gunungkidul

Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul

[Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten
Gunungkidul

[Kecamatan Wates dan Kecamatan Nanggulan (Kabupaten
[Kulon Progo); Kecamatan Berbah dan Kecamatan Ngemplak
(Kabupaten Sleman); Kecamatan Pandak (Kabupaten Bantul);
[Kecamatan Playen dan Kecamatan

Ponjong (Kabupaten Gunungkidul)

[Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon

Progo, dan Kabupaten

Memberdayakan keluarga fakir miskin di wilayah
tersebut dengan memanfaatkan budidaya perikanan

Memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi

Memberdayakan Karang Taruna dengan pelatihan
ketrampilan bidang olahan kawasan perikanan

Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dengan
budidaya kawasan perikanan melalui Karang Taruna,
PSM dan WKSBM
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f. rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan tangkap untuk  |Wilayah Pesisir DIY
menjaga ekosistem sekitarnya
g. revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala |Wilayah Pesisir DIY
tingkat penangkapan yang berlebihan
h. Penataan kawasan budidaya tambak [Kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul,
Kabupaten Gunungkidul
5, |Program Perwujudan Kawasan Pertambangan
a. Pemetaan kawasan peruntukan pertambangan secara rinci [Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Melakukan advokasi untuk afirmasi tenaga kerja lokal
b. Pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi pasca Progo, dan Kabupaten Gunungkidul dari keluarga fakir miskin dalam usaha sektor
tambang pertambangan
c. Evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan Mel.aks_anakan pelatihan ke_trampilan olahan tambang
d. Kajian kelayakan ekologis pada kawasan yang memiliki nilai pasir di kecamatan Cangkringan
k is tinggi dan berada di k lind
conomis tinggl dan bera ) a dl kawasan m- ung Melakukan pendampingan sosial untuk mencegah dan
e. Pengemb.angan lndl.lst.rl pengolahan hasﬂ. tambang dalam menangani konflik sosial sebagai dampak dari
rangka peningkatan nilai tambah bahan galian pertambangan
Memfasilitasi usaha ekonomi perempuan rawan sosial
ekonomi untuk penunjang kegiatan pertambangan
(warung makan)
Mencegah anake anak terpaksa bekerja atau
dipekerjakan dalam sektor pertambangan
6, |Program Perwujudan Kawasan Industri

a. penyediaan prasarana dasar pendukung kawasan peruntukan
industry

Kawasan Industri Sentolo
Kawasan Industri Piyungan

e

Melakukan advokasi untuk afirmasi tenaga kerja lokal
dari keluarga fakir miskin dalam usaha sektor industri
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b. Penetapan persyaratan kawasan industri untuk ¢. KawasanIndusiri Sedayu-Fajangan ) ) ) )
meminimalkan dampak negatif kawasan industri terhadap d. KPI d.l Kecamatan Piyungan Memberi pelatihan ke'trampllan dan magang bagi
lingkungan dan menjamin terwujudnya kawasan industri yang e. KPIdi Kecamatan Sedayu Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan sektor
aman f. KPIdi Kecamatan Pajangan industri

g. KPIdiKecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah

h. KPIdi Kecamatan Nanggulan Memfasilitasi usaha ekonomi keluarga fakir miskin

i. KPI Candirejo di Kecamatan Semin dan Kecamatan untuk penunjang kegiatan industri

[Ngawen

KPI Mijahan di Kecamatan Semanu Mengintegrasikan pengembangan KUBE dengan usaha
UKM
c. Pengembangan sarana pengelolaan limbah pada sentra IKM Sentra IKM di seluruh DIY
d. Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung Sentra IKM di seluruh DIY
usaha IKM
e. Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri Sentra IKM di seluruh DIY
7, |Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata

a. Penyusunan master plan pengembangan kawasan pariwisata

b. Pengembangan destinasi wisata
c. Pembangunan fasilitas kepariwisataan
d. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata

e. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata

f. Konservasi kawasan pariwisata yang terancam
keberlanjutannya

. Revitalisasi kawasan pariwisata yang telah menurun
kualitasnya

h. Pengembangan desa wisata dan desa budaya

i. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas
Kawasan Lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya

Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas
Kawasan Prambanan - Kalasan - Berbah dan sekitarnya
k. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas
Kawasan Godean

l. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas
Kawasan Kraton - Malioboro dan sekitarnya

m. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas
Kawasan Pakualaman - Kotagede dan sekitarnya

n. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas
Kawasan Kasongan - Tembi - Goa Selarong dan sekitarnya

[Kawasan pariwisata di seluruh DIY

Kawasan pariwisata di seluruh DIY
[Kawasan pariwisata di seluruh DIY
[Kawasan pariwisata di seluruh DIY

Kawasan pariwisata di seluruh DIY

[Kawasan pariwisata di seluruh DIY

Kawasan pariwisata di seluruh DIY

Desa yang potensial dikembangkan sebagai desa wisata dan
desa budaya

[Kawasan Lereng Gunung Merapi bagian selatan dan
sekitarnya

Kawasan Prambanan - Kalasan - Berbah dan sekitarnya

[Kawasan Godean - Moyudan dan sekitarnya

[Kawasan Kraton - Malioboro dan sekitarnya

[Kawasan Pakualaman - Kotagede dan sekitarnya

Kawasan Kasongan - Tembi - Goa Selarong dan sekitarnya

Memberdayakan keluarga fakir miskin dan PPKS
lainnya di wilayah tersebut dengan usaha di bidang
pariwisata.

Memberdayakan Karang taruna dengan pelatihan
lwirausaha bidang pariwisata budaya

Fasilitasi usaha ekonomi perempuan rawan sosial
ekonomi untuk menunjang sektor pariwisata

Melakukan antisipasi dan pencegahan tindakan
praktek komodifikasi seksual untuk menjaga citra
[pariwisata

Melakukan kampanye dan edukasi pencegahan
HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA

Memberdayakan keluarga fakir miskin dan PPKS
lainnya di wilayah tersebut dengan usaha di bidang
[pariwisata

Memberdayakan Karang taruna dengan pelatihan
lwirausaha bidang pariwisata

Fasilitasi usaha ekonomi perempuan rawan

sosial ekonomi untuk menunjang sektor pariwisata
Melakukan antisipasi dan pencegahan tindakan
praktek komodifikasi seksual untuk menjaga citra
pariwisata
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0. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di [Kawasan Pleret-Imogiri-Mangunan-Dlingo

Kawasan Pleret-Imogiri-Mangunan-Dlingo

p. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya

Kawasan Pantai Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan

sekitarnya

q. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas di Kawasan [Kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan

terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis Parangtritis

r. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Pantai Ngobaran-Ngrenehan-Watu Gupit dan

kawasan Pantai Ngobaran-Ngrenehan-Watu Gupit dan sekitarnya |[sekitarnya

s. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub Sub Kawasan kluster Pantai Baron-Kukup, Sub Kawasan

kawasan di Pantai Baron-Sundak dan sekitarnya kluster Pantai Sepanjang-Ngrumput,
Sub Kawasan kluster Pantai Krakal-Pok Tunggal

t. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub Sub kawasan kluster Pantai Jogan-Dadapan- Siung, Sub

kawasan Pantai Siung-Wediombo-Bengawan Solo Purba, dan kawasan Bengawan Solo Purba- Pantai Sadeng dan sekitarnya,

sekitarnya Sub kawasan kluster Pantai Seruni-Timang, penanda
keistimewaan di pintu masuk DIY dari
Kabupaten Wonogiri

u. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Sadeng dan sekitarnya

Kawasan Sadeng dan sekitarnya

Iv. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub Sub Kawasan Geosite Nglanggeran dan

kawasan di Kawasan Patuk, Nglanggeran dan sekitarnya. sekitarnya, Sub Kawasan Patuk, dan Sub Kawasan Gedangsari.

w. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Sub Kawasan Kalisuci, Sub Kawasan Sri Gethuk, Sub Kawasan

Kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya. Lembah Mulo, Sub Kawasan Hutan Wisata Turunan, dan Sub
Kawasan Hutan Wisata Wanagama

x. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub Sub Kawasan Banjaroya-Sendangsono, Sub Kawasan Suroloyo,

kawasan di Kawasan Menoreh. Kawasan Sermo-Kalibiru, Sub Kawasan Nglinggo-Tritis, Sub
Kawasan Kiskendo-Kelir, Sub Sub Kawasan Sentolo- Pengasih,
Sub Kawasan Nanggulan, Penanda Keistimewaan di pintu
[masuk arah Purworejo
dan Bandar Udara International Yogyakarta Ariport

8 |Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman
8.1 |Program Pengurangan Kawasan Kumuh

a. Pencegahan kawasan kumuh
b. Penanganan kawasan kumuh
c. Perbaikan rumah yang tidak layak huni di kawasan kumuh

[Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul,
[Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul

Melakukan advokasi dan fasilitasi rehabilitasi rumah
tak layak huni (RTLH)

Melakukan edukasi masyarakat dan fasilitasi tentang
laksesibilitas di wilayah pemukiman bagi penyandang
disabilitas dan lanjut usia Melakukan edukasi
masyarakat tentang
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Nama Program

Lokasi

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan
Pelayanan OPD

8.3

Program Pengembangan Perumahan
Permukiman Perkotaan

a. Pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin
lingkungan

lyang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan
zonasi yang telah ditetapkan

b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena
relokasi program

Pemerintah

c. Pengembangan unit rumah susun

d. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di
permukiman

e. Pendataan Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

f. Konsolidasitanah pada kawasan permukiman berkepadatan
tinggi (kampung padat penduduk)

Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul,
Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul

Melakukan advokasi dan fasilitasi rehabilitasi rumah
tak layak huni (RTLH)

Memfasilitasi rumah susun sewa (rusunawa) bagi
lwarga miskin kota yang tidak mempunyai rumah

Melakukan edukasi masyarakat dan fasilitasi tentang
laksesibilitas di wilayah pemukiman bagi penyandang
disabilitas dan lanjut usia Melakukan edukasi
masyarakat tentang

9.1

9.2

Program Perwujudan Kawasan Hankam

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
Pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk instalasi
militer

Kawasan peruntukan instalasi kepolisian

Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan
peruntukan instalasi kepolisian

[Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota
[Yogyakarta

10
10.1

Program Perwujudan Kawasan Budidaya Lainnya
Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi

a. Pengembangan kawasan riset

b. Peningkatan Kawasan Riset Parangtritis Geomaritime Science
park dan Baron Teknopark

c. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan riset

d. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan
tinggi

e. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi baru

[Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul

[Kabupaten Bantul (Parangtritis Geomaritime Science park)
dan Kabupaten Gunungkidul

(Baron Teknopark)

[Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul

Kawasan Perkotaan Yogyakarta

Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten
Gunungkidul

Mengintegrasikan program penanggulangan
kemiskinan dengan kawasan riset dan pendidikan
tinggi

10.2

Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil

a. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir

Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten
Gunungkidul

Memberdayakan keluarga fakir miskin dan PPKS
lainnya di wilayah tersebut dengan pengelolaan usaha
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Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap

No. Nama Program Lokasi Kebutuhan
Pelayanan OPD
b. Pelindungan dan pengembangan pulau-pulau kecil [Pulau Timang, Pulau Kalong, Pulau Drini, Pulau Jumpino, potensi laut
[Pulau Watunganten, Pulau Gunungsemar, Pulau Payung, Pulau
[Ngrawe, Pulau Lawang, Pulau Watupayungsiratan, Pulau Memberdayakan Karang taruna dengan pelatihan
|Watulawang, Pulau Ngondo, Pulau Watupatungsiung, Pulau  [wirausaha pengelolaan potensi laut
Watupanjang, Pulau Watuglambor, Pulau Watubebek, Pulau
[Watutogog, Pulau Jungwok, Pulau Watutopi, Pulau Ngusalan, |Fasilitasi usaha ekonomi perempuan rawan sosial
Pulau Amben, Pulau Watugrek, Pulau Gununggandul, Pulau  [ekonomi untuk memanfaatkan potensi laut
Godeg, Pulau Baron, Pulau Layar, dan Pulau Krokoh
(Kabupaten Gunungkidul) Melakukan antisipasi dan pencegahan tindakan yang
membahayakan kawasan pesisir
c. Peningkatan akeseibilas menuju kawasan pesisir [Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten
d. Pengembangan sarana prasarana pariwisata bahari Gunungkidul
10.3 |Kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi
a. Studi pemanfaatan ruang dalam bumi Seluruh wilayah DIY
b. Penyusunan peraturan gubernur tentang pemanfaatan ruang  |Seluruh wilayah DIY
dalam bumi
PERW{ JUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
1 [Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
1.1. |Kawasan Strategis Provinsi Sosial Budaya yang Mengintegrasikan program penanggulangan
a.  Penyusunan kajian RTR KSP Sosial Budaya yang [Kawasan Karaton, Kawasan Sumbu Filosofi. Kawasan Puro l;:(r)r:/lisnl?inan dengan pengembangan kawasan strategis
b.  Penetapan RTR KSP Sosial budaya yang diprioritaskan Pakualan?a}n, Kawasan Perbu.kltan Menoreh, Kawasan Samas-
i Parangtritis, Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo
c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP
Sosial budaya yang diprioritaskan
1.2 |Kawasan Strategis Provinsi Sosial Budaya
a.  Penetapan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan  |Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya di
budaya dengan Keputusan Gubernur seluruh DIY
b. Penyusunan kajian RTR kawasan sudut kepentingan sosial
dan budaya DIY
c. Penetapan RTR kawasan strategis sudut kepentingan sosial
dan budaya dengan Peraturan Daerah
d. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan
strategis sudut kepentingan sosial dan budaya
2 [Kawasan strategis kepentingan ekonomi
2.1 |Kawasan Perkotaan Yogyakarta
a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta [Kawasan Perkotaan Yogyakarta
b. Penetapan RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman)
Peraturan Daerah
c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan
Perkotaan Yogyakarta
2.2 |Kawasan Temon-Prambanan

a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Temon-Prambanan
b. Penetapan RTR Kawasan Temon-Prambanan dengan
c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan

Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman
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Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap

No. Nama Program Lokasi Kebutuhan
Pelayanan OPD
Prambanan
d. Pembangunan kawasan aerotropolis di sekitar bandara baru  |[Kecamatan Temon dan Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon
IYogyakarta Progo
2.3 |Kawasan Tempel-Parangtritis
a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Tempel-Parangtritis [Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul
b. Penetapan RTR Kawasan Tempel-Parangtritis dengan
c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan
Tempel- Parangtritis
2.4 |Kawasan Pantai Selatan DIY
a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Pantai Selatan DIY Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten
b. Penetapan RTR Kawasan Pantai Selatan DIY dengan Gunungkidul
c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan
Pantai Selatan DIY
3 |Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung
3.1 |Kawasan Bentang Alam Karst
a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Bentang Alam Karst a. Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Nglipar, Kecamatan
d. Penetapan RTR Kawasan Bentang Alam Karst dengan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Playen, Kecamatan
. Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop,
e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan .
Bent Al Karst Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan
entang Alam fears Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Wonosari di
Kabupaten Gunungkidul; dan
b. Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri di Kabupaten
Bantul
c. Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, di Kabupaten
Kulon Progo
3.2 |Kawasan Gumuk Pasir
a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Gumuk Pasir [Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul
b. Penetapan RTR Kawasan Gumuk Pasir dengan Peraturan
c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan
Gumuk Pasir
4 |Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber

daya alam dan teknologi

a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Pantai Selatan sebagai
kawasan pengembangan energi baru terbarukan

b. Penetapan RTR Kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan
[pengembangan energi baru terbarukan Peraturan Daerah

c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan

Pantai Selatan sebagai kawasan pengembangan energi baru

Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten
Gunungkidul
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Dari hasil telaah RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dikaitkan dengan layanan Dinas
Sosial DIY terdapat berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi.
Pengembangan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis DIY
memberikan dampak sosial positif terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di
beberapa wilayah pengembangan pertanian, industri, pariwisata yang dapat dimanfaatkan
melalui pengembangan UEP dan KUBE serta usaha ekonomi produktif lain berbasis
kesejateraan sosial. Pengembangan kawasan rawan bencana sinergis dengan arah kebijakan
penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana (KSB). Akan
tetapi, perlu adanya antisipasi melalui sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait
dampak sosial dari pengembangan kawasan pemukinan, dan dampak negatif industralisasi
dan pariwisata yang berpotensi menimbulkan masalah sosial baru antara lain kemiskinan
baru, gelandangan, pengemis karena arus urbanisasi yang tidak tertangani dengan baik yang

dapat menghambat pencapaian sasaran dan target pelayanan Dinas Sosial.
Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;

implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

AN

implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-
isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja
isu strategis yang akan ditangani melalui
Berdasarkan telaah tersebut diatas dan analisis lingkungan strategis ditetapkan isu-isu

strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial DIY yaitu :

1. Kemiskinan
Kemiskinan saling terkait dengan munculnya permasalahan sosial lainnya baik
sebagai penyebab maupun sebagai dampak. Kemiskian merupakah isu krusial yang harus
ditangani dengan berbagai program dan kegiatan sehingga berdampak pada peningkatan
kesejahteraan sosial masyarkat. Dengan menjadikan kemiskinan sebagai isu utama,

intervensi permasalahan kesejahteraan social diharapkan dapat menimbulkan efek

54

G N b



Rencana Strateqis Dinas Sosial DIY 2023 - 2026

domino dalam mengatasi permasalahan social lainnya.

Anak Terlantar

Anak sebagai generasi penerus pembangunan di masa depan membutuhkan
perlindungan dari berbagai masalah social yang dapat menimpa mereka. Isu ketelantaran
anak berkembang menjadi permasalahan sosial yang kompleks di DIY dan memerlukan
penanganan. Peningkatan kriminalitas terkait anak baik sebagai korban bahkan menjadi
pelaku tindak kriminal menuntut kehadiran pemerintah salah satunya melalui Dinas
Sosial. Berdasarkan hal tersebut, kesejahteraan anak menjadi salah satu prioritas Dinas

Sosial DIY untuk wujudkan.

Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum terlaksana
secara ideal. Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan
pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas baik dalam hal kebijakan maupun intervensi
langsung pelayanan Kkesejahteraan sosial. Terlebih di masa pandemic covid-19,
penyandang disabilitas perlu mendapatkan prioritas untuk memperoleh perlindungan dan

jaminan social dari pemerintah agar memiliki akses yang sama sebagai warga masyarakat.

Kebencanaan

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara adalah Gunung Merapi serta batas
selatan adalah Laut Jawa, memiliki potensi yang lebih besar terhadap kejadian bencana
alam. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul
dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan Karts, dan di Kabupaten Kulonprogo
sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap
kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogya dan kabupaten Sleman sebagai Kota tujuan
pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang lebih beragam, sehingga
berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial. Dibutuhkan langka
penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, tanggap darurat hingga pasca bencana yang

sistematis sebagai bentuk perlindungan pemerintah DIY melalui Dinas Sosial untuk warga

masyarakat.
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Lanjut Usia Terlantar

Usia harapan hidup yang tinggi di DIY menuntut pemerintah untuk siap
memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga lanjut usia denagn berbagai program.
Selama ini program-program pelayanan sosial lanjut usia masih mengarah kepada
pemberian jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin
kelangsungan hidup lanjut usia terlantar saja. Hingga saat ini DIY belum mempunyai
Pelayanan yang lebih luas dalam rangka menjamin hari tua yang mandiri, aman, tentram
dan bahagia. Kehadiran Dinas Sosial diperlukan untuk mengupayakan kesejahteraan bagi

lanjut usia dan melaksanakan regualasi tentang perlindungan lanjut usia di DIY.
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BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada telaah visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka tujuan dan sasaran Dinas Sosial
juga tidak terlepas dari apa yang menjadi cita-cita Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang tertuang dalam visi misi tersebut.

Adapun visi pembangunan jangka menengah atau RPJMD DIY yang ingin diwujudkan
adalah “Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalu Reformasi Kalurahan,
Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi”.

Lima Kemuliaan atau Panca Mulia, yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang
berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan
keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing,

2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat,
serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori
ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi
yang berkeadilan,

3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama, baik dalam lingkup masyarakat
maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan
kebersamaan,

4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan
atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa
malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan

yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran
pembangunan DIY Tahun  2022-2027 akan difokuskan pada pembangunan
sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang
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baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral
diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan
derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan
yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dalam upaya mewujudkan Visi
dan Misi Gubernur DIY, khususmya dalam mencapai kesejahteraan sosial kemasyarakatan.
Dalam kurun lima tahun kedepan Dinas Sosial merumuskan tujuan yang akan dicapai pada
akhir periode Renstra 2022-2027, sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan
jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan
fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Oleh karena itu, sasaran harus
mempunyai indikator yang terukur. Penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian
tujuan secara lebih fokus, sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk
mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Adapun sasaran strategis Dinas Sosial DIY terjabarkan menjadi empat hal, yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan
perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terwujudnya
peningkatan kemampuan partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

2. Terwujudnya perubahan perilaku dan tertanamnya nilai-nilai keperintisan,
kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat

3. Terwujudnya kesiapsiagaan Bencana (pra, pas, dan pasca)

4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah

Berpijak dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah, berikut disajikan Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial DIY

Porangkat Dosrah © Dinas Sosinl
Kondis! Awnl Kimerjn Targot Kiwdja Tufuan'Sanaran Pada Tahus Ke- Kondis! Akhir
Ne Tupuan Indikator Tujuan Sasaran Indmator Sosaran TujuaniSssacan (Baneline| Tahun kot | Tahus ko-d | Tabwn ko3 | Tahun ked | Tahun koS Tahun (2027
. S Y . 1
(L)) 2] L) N [} ) 7 (n) } (0} (3l {12)
Meoningtathan kualitas pelayanan Pursentae Fomory Pelay Kesejah wa 17.88% ™I0% FLERY maas 2044 28.44%
rehabiteay, pertindungan, Sosl [PPES) yerg mempecoleh pomonuhae
embordayass dan aminee soslal bagl  (kebutuban dasar, perlindungan, aminan
Momerin Pelayanan Kosefahtorsan Soskal [soslad, sorta Potensl Sumbor Kevega hiteraan
IPPKS] quna meninghatkan fuogsl sosls [Sostal [PSXS) dan masyarabat sasiran yang
afam mencagal kemandirian serta meninghat kemanmpiuan dan partisipasing
mirningkathan kapasitas dan partaipes | dalam ponyeionggernan kesejabteam sosisl
Potens Sumber Kesejahtersan Sosial  [serta marmpu mampu coewiadken nlls-nal
(PSES) dalam peryelenggataan kopaeintisan keuangan dee besetiakawanss
hesejaheeraae sovil sl
Torpenuhings ketiutuhan dusar, perfindungan dan [Persentase PPKS yang mevwgarokeh pemensdan NA 11.00% EIRFLY HRILY BN 5™ 5™
Laminae s0sial serta pesutiahian poriau bagl hobutuhan dasar, perindungans, Janrun sosal,
Py Melayinian Kevophteraan Sosal (PPRS]  [dim maninghat woberfurgsim sosisngg wita
st Srwudey s puningkatan keenampuan PSKS yarg moningkat kemampuan dan
partisipasl dan peran Potany Sumbee pactmiparioys dabim pormyakeggarain
yjah Sodal (K8 \esejahterasn snsul
Terwujodiyn perubsnan ponlsku dan teransmoya [Persontase maryarakat sassesn yang mampu NA 26.05% 220M 20.10% WHa1% 204 26.4¥%
il Rl koperintisan, kepahlawssan des mewujudkan mdalnilal keperintaan sejuanges
g b sonlal kepada maryarak o) kesetha kawan e soslel
whabrrps tata Nedulo penyelenggatass urusms | Kategori Noformas Dicokras Petarghat Ooetn'y A W A A A A A
crdahan o poranghat s
Tt Wity Kosiapsbagaan Bunciss (pea, pio, don [Persontabe dosh rawn bancans yang sop NA 00 1N 061.03% 61O L136% 61, M% 61.36%
pascal menghacags kefadiin bedcani bersama dergan
Taruns Sags Honcana {Tagans) dan Tenags
Pelopor Perdamaion (TP9)
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BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

MISI : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang
Berkeadilan dan Berkeadaban

kesejahteraan sosial

partisipasi dan
peran Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas |1. Terpenuhinya 1.1 Penguatan 1.1.1. Memperluas jejaring
pelayanan rehabilitasi, kebutuhan kapasitas dan meningkatkan
perlindungan, dasar, pelayanan kinerja pelayanan
pemberdayaan dan perlindungan rehabilitasi sosial,
jaminan sosial bagi dan jaminan jaminan sosial,

Pemerlu Pelayanan sosial serta pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial perubahan sosial, dan
(PPKS) guna perilaku bagi perlindungan

meningkatkan fungsi Pemerlu sosial bagi

sosial dalam mencapai Pelayanan Pemerlu

kem{andlrlan se_rta Kes.e]ahteraan Pelayanan

meningkatkan  kapasitas Sosial (PPKS) .

d tisipasi  Potensi . Kesejahteraan
an partisipasi  Potensi serta Sosial (PPKS)

Sumber Kesejahteraan terwujudnya

Sosial  (PSKS) dalam peningkatan

penyelenggaraan kemampuan

1.1.2 Membangun sinergi
lintas mitra yang
terkait dalam
pemenuhan hakhak
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial

1.2 Meningkatkan
kualitas
perlindungan dan
pemenuhan hak-
hak lansia

1.2.1 Promosi
perlindungan dan
pemenuhan hakhak

bagi lansia

ol P lue
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1.3 Meningkatkan 1.3.1 Promosi
partisipasi dan kesejahteraan sosial
kemandirian melalui media
masyarakat penyuluhan dan
miskin membuka akses bagi
warga miskin
1.4 Optimalisasi 1.4.1 Peningkatan
peran PSKS kapasitas PSKS
dalam pelayanan
kesejahteraan
sosial
Terwujudnya 2.1 Optimalisasi 2.1.1 peningkatan nilai
perubahan peran PSKS nilai kepahlawanan,
perilaku dan dalam keperintisan,
tertanamnya penanaman nilai- kejuangan serta
nilai-nilai nilai kesetiakawanan
keperintisan, sosial melalui
kepahlawanan edukasi
dan kesejahteraan
kesetiakawan sosial
an sosial
kepada
masyarakat
Terwujudnya 3.1 Optimalisasi 3.1.1 Menyiapkan
kesiapsiagaan mitigasi bencana kesiapsiagaan
Bencana (pra, dan pemetaan masyarakat

pas, dan pasca)

daerah rawan
bencana

(pembentukan KSB,
sarasehan keserasian
sosial) dan perluasan
jangkauan pelayanan
oleh petugas
perlindungan sosial
(tagana, tenaga
pelopor perdamaian,
tim kampung siaga
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4. Meningkatnya
tata kelola
penyelenggar
aan  urusan
pemerintahan
di perangkat
daerah

4.1 Pelayanan Prima
Keterbukaan
Informasi Publik

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Optimalisasi
Budaya Satriya
Peningkatan
Asesibilitas Data
Kesejahteraan
Sosial
Meningkatkan
akuntabilitas,
trasparansi dan
pencapaian kinerja
pelayanan

Dalam rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial DIY untuk penentuan sasaran sudah
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

khususnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial kepada Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar,

serta Gelandangan dan Pengemis.
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BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Program dan kegiatan pada Dinas Sosial DIY mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2021. Pendanaan Program Kegiatan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni selain itu juga melaksanakan Dana
Keistimewaan. Sehubungan dengan urusan Kebencanaan maka Dinas Sosial DIY juga mengakses
Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka respon cepat atas kejadian bencana yang perlu

segera ditindalkanjuti.

“Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Pada halaman selanjutnya”
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Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
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BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

“Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Pada

halaman selanjutnya”

@iy & T%r' I @y & b
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran
Dinas
Kondisi
. Kondisi K.merja pada Target Capaian Setiap Tahun Kinerja .
No Indikator awal periode RPJMD pada akhir | Keterangan
periode
Tahun 0 Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 RPD
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase PPKS yang memperoleh N/A 21.00% | 21.22% | 21.51% | 28.32% | 21.57% 21.57%
pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, jaminan sosial, dan
meningkat keberfungsian sosialnya
serta PSKS yang meningkat
kemampuan dan partisipasinya dalam
penyelenggaraan kesejahteraan social
2 Persentase masyarakat sasaran yang N/A 26.05% | 26.20% | 26.26% | 26.43% | 26.43% 26.43%
mampu mewujudkan nilai-nilai
keperintisan kejuangan dan
kesetiakawanan sosial
Persentase daerah rawan bencana N/A 60.70% | 61.03% | 61.03% | 61.36% | 61.36% 61.36%
yang siap menghadapi kejadian
3 bencana bersama dengan Taruna Siaga
Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor
Perdamaian (TPP)
Kategori Reformasi Birokrasi
4 Perangkat Daerah A (87.97) A A A A A A
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BAB 8 PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2027-2027 ini pada
dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan
proses menetapkan kemana arah perkembangan pembangunan kesejahteraan
sosial dan apa yang hendak dicapai dalam tiga tahun mendatang (2022-20267),
bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu
dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program yang telah
ditetapkan. Perencanaan Strategis inilah yang akan mewarnai kiprah Dinas
Sosial DIY pada masa yang akan datang secara terencana dan terarah.

Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2022-
2027 disusun dengan mengacu atau berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan dan
program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan
direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya dengan melalui Dana
APBD/APBN, Dana Keistimewaan maupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat.

Melalui Rencana  Strategis 2022-2027 diharapkan mampu
mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial DIY dalam konstelasi
penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan
sangat ditentukan oleh: (1) komitmen pimpinan; (2) konsistensi kebijakan dinas
sosial DIY dan Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota; serta (3) kepedulian dan
peran serta masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha.

Rencana Strategis ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun ke depan dan
diharapkan menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan pembangunan
kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial DIY dan masyarakat, termasuk dunia

usaha baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
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Rencana Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial ini pada dasarnya

masih membuka peluang bagi penyelenggara di lapangan untuk melakukan

inovasi pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan situasi setempat sepanjang

tidak menyimpang dari kebijaksanaan yang digariskan.

Yogyakarta, 8 Mei 2023
<~ . Kepala Dinas Sosial DIY
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Resnd

DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JI. Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta




